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PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA PERIKANAN 

TENTANG 

NOMOR 18 TAHUN 2002 

---~·---"·. 



6. Undang-undang •.••........•...••.•. 

5. Undang-udang Nomor 23 Tahun 1997 tent.ang Pengelolaan 
Unglrungan Hldup (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi:lana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran 

, Negara Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Nomor 
3299); 

Menglngat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupat.en Sarolagun, Kabupat.en Tebo, Kabupaten Muara Jambl dan 
Kabupat.en TanJung Jabung 11mur (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Hornor 3903); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemetb1mhan 
Daerah Tahun 1999 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839); 

Menlmbang : a. bahwa pemanfaatan sumberdaya perlkanan dlwllayah Kabupat.en 
Tebo harus dllaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab; 

b. bahwa dengan semakln menlngkatnya ltensltas pemanfaatan 
sumberdaya perlkanan dlperlukan penlngkatan, pengawasan agar 
sumbemaya pertkanan dan Hngkungannya tetap dapat t.erjaga 
kelestarlannya, sehlngga dapat dlmanfaatkan secara terus menerus; 

c. bahwa berdasark.an pertlmbangan sebagalmana dlrnalcsud pada 
huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Tebo t.entang Penertiban, Pengawasan clan PengelollHln Sumberdeya 
Perlkanan; 

BUPADTEBO, 

Dl!NGAN RAHMAT TUH.AN YANG MAHA ESA 

Pl!NERTIBAN, PENGAWASAN DAN PENG!LOLAAN 
SUMBERDAYA PERIKANAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 18 TAHUN 2002 

4 PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 



i. Sunlber daya .. 

f. Dlnas Pertanlan adalah Dlnas Pertanlan Kabupaten Tebo 

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo 

h. Pejabat atau Petugas adalah Pegawal Negerl slpl yang dlberlkan tugas tert.entu 
dlbldang Pengawasan, PenerUban clan Pengelolaan Sumberdaya Perlkanan sesual 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

a. Daerah adalah Kabupat.en Tebo 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupatl besert.a Perangkat Daerah otonom yang lllinnya 
sebgai Badan Eksekutlf Daerah 

c. Bupatl adalah Bupatl Tebo 

d. WakR Bupatl adalah Wakll Bupatl Tebo 

e. Dewan Perwaklan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Tebo sebagai Sadan l.egislatlf Daerah 

Dalam Peraturan Daerah lni yang dlrnalcsud dengan: 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

BABI 

Menetapkan : Pl!RATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG 
P!NER111AN, PENGAWASAN DAN P!NGILOLAAN 
SUMB!RDAYA P!RIKANAN 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN Pl!RWAKILAN RAKYAT DABAH KAIIUPATl!N TDO 

Denpn penet.ujuan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Slpil Di Ungkungan Pemetilttah Daerah; 

6. Undang-undang Hornor 25 Tahun 1999 tsntang Perlmbangan 
Keuangan Antara PemerintJlh Pusat dan Daerah (L.embaran Negara 
Tahun 1999 Nomor rz; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

7. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 1983 t.entang Pelaksanaan 
Kltab Undang-undang Hukum Acara Pklana (Lembaran Negara 
tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Hornor 3258); 

8. Keputusan Preslden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 
Kawasan Undung dan 8udtdaya 

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 t.ent.ang Teknik 
Penyusunan Penetapan Perundang-undangan clan Bentuk 
Rancangan Keputusan Presiden (l..embaran Negara Tahun 1999 
Nomor 70); 



w. Kerusakan .. 

r. Usaha pertkanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk 
menanglcap atau membudldayalcan lkan, termasuk keglatan menytmpan, 
mendlnglnkan atau rnengawatkan lean untuk tujuan komerslal 

s. Pencemaran sumbentaya bn adatah mn:ampumya sumbenlaya lean dengan 
mahluk hldup, zat, energi dan/atau komponen lain aklbat perbuat.an manusla 
sehlngga semberdaya lkan menjadl kurang atau tldak berfungsl sebagalmana 
seharusnya dan I atau berbahaya bagl yang memanfaatlcannya. 

t. Kerusakan sumber daya lean adalah terjadinya penurooan potensi SUtnber daya 
lkan yang dapat membahayakan kelestarlannya di suatu lokasl perallan tertentu 
yang dlak.lbatkan oleh perbuatan seseorang at.au Sadan Hukum yang telah 
menlmbulkan gangguan sedemlktan rupa 1'!11ladap kesetmbangan blologl atau daur 
hldup sumberdaya lkan. 

u. Pencemaran Hnglrungan sumber daya lean adalah masuknya at.au dlrnasuklcannya 
makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam linglwngan sumber 
daya ikan sehingga kualitas lnglwngan sumber daya ikan tun.m Slmpai tingkat 
tertentu yang menyebabkan llngkungan sumber daya bn menjadl kurang atau 
tldak dapat berfungsl lagl sesuai dengan peruntukannya 

p. Alat penangkap bn adalah sarana clan perlengkapan atau benda-benda latnnya 
yang dtpergunakan untuk menangkap lkan. 

q. Llngkungan sumberdaya lkan adalah perafran tempat kehldupan sumberdaya lkan, 
termasuk biota dan faktor alamiah sekitamya. 

o. Pembudldayaan lam adalah kegiatan untuk memellhara, rnembesarbn atau 
mernbialdran Dean dan memanen haslnya. 

I. Pengawasan sumberdaya perikanan adalah Pegawal Neger1 Slpl yang dtangkat den 
dltetapkan oleh Bupffl:I untuk melaksanakan tugas Pengawasan t.erhadap 
Pengelolaan den Pemanfaatan sumberdaya usaha perikanan. 

m. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mernperoleh ikan di 
perairan yang t.idak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat mu cara •papc,n, 
termasuk keglatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginlcan atau mengawetkan. 

n. Kapal pengangkut dean adalah kapal yang secara khusus dlpergunakan untuk 
mengangkut Hean tennnuk memuat, menampung, menyimpan, mendlnglnlcan atau 
mengawetbnya. 

i. Sumberdaya Dean adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. 

j. Penertlban adalah pengaturan pemanfaatan sumberdaya perlcanan dan usaha 
perlkanan agar terjaga kelestariaooya. 

k. Pengelolaan sumberdaya lean adalah semua upaya yang bertujuan agar 
sumberdaya perllcanan dapat dlmanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus 
menerus. 



BAB IV . 

( 1) unbJk menjamh'I t.erselenggaranya ~n dan pemanfaatan sumberdaya bn 
secara berdaya guna dan berhasil guna, dililkukan pengawasan dan pengendil&an 
terhadap pelaksanaan lceb!ntuan dibidang perikanen. 

(2) Untuk kepentlngan Dmu Pengetahuan dan kelestartan, maka perlu dladakan 
perlndungan kepada jenls-jenls llcan yang dlanggap langka. 

(3) Pengawasan usaha perlkanan dllaksanakan t.erhadap penangkapan dan 
pengangkutan yang dllalwlcan oleh perusahaan perlkanan, nelayan dan ataau 
petanl lam. 

Pasal5 

PENGAWASAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IICAN 

BAIIDI 

(1) Setlap orang atau badan hukum melakukan usaha perlkanan untuk tujuan 
komersial di wajl>kan memllld lzln usaha perlkanan. 

(2) Nelayan dan petanl bn lc.edl atau perorangan lalnnya yang slat usahanya 
merupak.an mat.a pencaharlan untuk memenuhl kebutuhan hldup seharl-hari tldak 
dlkenak.an kewajlban rnemllld lztn usaha perlkanan sebagatmana dll1111bud pada 
ayat(1). 

(3) ketentuan sebagainana dlmalcsud dalam ayat (1) clan ayat (2) dlalcsanakan 
dengan Keputusan 8upatl . 

Pasal4 

(1) Penertlban, pemanfaatan surnberdaya bn dalam wlllyah Kabupatl!n Tebo 
dltujukan kapada t.ercapalnya manfaat yang sebesar-besamya bagl Daerah dan 
mnyarakat Kabupaten Tebo. 

(2) Untuk mencapal tujuan sebagalmana tersebut pada ayat(l), Pemell11tah Kabupaten 
Tebo melakukan penertiban, pemanfaatan sumberdaya lkan dan pengembangan 
usaha perikanan, sehilgga sumberdayll lcan den linglwngannya t.etap lest.art. 

Pasal3 

Pasal 2 
(1) Usaha perlkanan di Kabupaten Tebo terdtrl at.as usaha penangkapan llcan clan usaha 

pembudidayaan ikan. 
(2) Usaha pembudidayan ikan sebagaimllnll dimllbud pada ayat (1) melputi jenis 

keglatan pembudldayaan lean di air tawar, pembudldayaan lkan di air payau dan di 
daratan/kolam. 

(3) Wilayah perbnan melputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air llllnnya 
di Kabupa1:en Tebo 

BABD 

PENERDIIAN 

v. Kerusakan lngkungan sumber daya bn adaah suatu keadaan linglwngan sumber 
daya ikan disuatu lokasi perairan tl9r1mlu yang telllh mengalami perubahan fillt, 
klmlawl dan hayatl sehlngga tldak atau kurang berfungsl sebagal tempat hldup, 
mencart makan, berlcembang blak atau bertlndung sumberdaya lam karena telah 
mengalaml gangguan sedenlldan rupa sebagal aklbat perbuatan seseorang atau 
Sadan Hukum 



b. Mernberi data .. 

Pasal 11 

( l)Petani Hean atau nelayan yang melakukan penangkapan, pengangkutan dan 
pembudldayaan bn mernpunyal kewaJlban : 
a. Menerlma pengawas sumber daya lkan (WASDI) yang sedang melaksanakan 

tugas pengawasan; 

KEWA.JIBAN PEMEGANG USAHA P!RIKANAN DAN PETANI IKAN 

BABY 

Pernerlksaan dokumen sebagalmana dlmaksud Pasal 9 dUakukan terhadap lzln usaha 
perllcanan. 

Pasal10 

Pengawasan dlaksanakan melalui pemerlksaan dokumen dan at.au flslk 
alatpenangkapan bn, alat bantu penangkapan, jumlah dalam satu kesatuan kegiat:an 
Pertkanan serta hasll keglatannya. 

(1) Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan llam sebagalmana dlmalcsud 
dalam pasal 7 dlakukan terhadap : 

a. Alat penangkapan lean dan atau alat Bantu penangkapan lkan. 
b. Alat angkut lean lalnnya. 

(2) pengawasan, penangkzlpan clan atau pengangkutan lkan dllakukan di peraJran, di 
t.empat usaha perlkanan dan lalu Int.as pengangkutan bn. 

Pasal9 

Pasal8 

Pasal 7 

(1) Ruang Ungkup pengawasan sumbenlaya llatn termasuk lngkungannya meRputl 
Pengawasan terhadap usaha perlkanan melputl penangkapan, pengangkutan dan 
at.au pembudldayaan bn. 

(2) Pengawasan sumbenlaya Ikan tennasuk ~ dlalcsanakan at.as dasar 
prlnslp-prlnslp pemantauan (MonlDrlng), pemerlksaan (Controllng), pengamatan 
lapangan (Surveillance) dan atau penyidlkan (Investigation) 

BABIY 

11DUAN DAN RUANG UNGKUP P!NGAWASAN 

Pasal 6 

TuJuan dllaksanakan pengawasan terhadap sumbenlaya perlanan : 

(1) agar keglatan penangkapan, penganlwtan clan pembudldayaan bn dllalcubn 
sesual dengan Penlturan Perunc:tang-undangan yang berteku. 

(2) agar kegillyan penangkapen, penganglwtan dan mu pembudideyun bra dapllt 
berjalan terus menerus dan berblanjUtan, bertanggung jawab dengan tl!tap 
menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosi&temnya. 

.. , .. -.-----· ---- _____ _,..,___~ . .. ' 



f. Mengambll sldlk Jarl, memotret orang. 

g. •Memanggll orang untuk didengar dan dlpel llcsa sebagal tersangka atau saksl. 

h. Mendatangkan . 

d. Melakukan penyt.aan benda at.au surat. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl pembukuan, 
pencatatan dokumen-dokumen fain serta melakukan penyt.aan terhadap barang 
bukti t.ersebut. 

a. Menerima laporan at.au pengaduan dari seseorang ataupun masyarakat tentang 
adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah lnl. 

b. Melakukan tlndakan pertama pada saat ltu dltempat kejadlan. 

c. Menyuruh berhentl seseorang tersangka clan memertksa tanda pengenal darl 
orang yang bersangkutan. 

(1).\Yev.Jenang penyldtkan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) adalah: 

(1) Pejabat Pegawal Negert Sipl tertentu yang bertugas dlbldang perlaman dapat 
dtbertkan kewl!Mngan khusus sebagal penytdlk terhadap peanggaran lcetentuan 
Peraturan Daerah lnl. 

Pasal 13 

BAB VII 

KETINTUAN P!NYIDIKAN 

(2) Pemblnaan sebagalmana dlmaksud dalarn ayat 1 mellputl pemblnaan lklm usaha, 
sarana usaha, tekhnlk produksl, pemasaran dan mutu hasll perlkanan 

(1) Pemblnaan dan pengawasan terhadap keglatan usaha perlkanan, nelayan dan 
petanl llcan dllakukan oleh Bupati Tebo secara t.eratur dan berkeslnambungan. 

Pasal 12 

(3) Bahan at.au alat yang dapat membahayakan sebagalmana dlmaksud ayat (2) sepet'tl 
born, sentrum dan bahan klmla lainnya yang dapat merusak ekoslstemnya 

( 4) Keglat.an penangkapan dan pembudldayaan bn dengan menggunakan bahan dan 
at.au alat sebagai mana dirnaksud dalam ayat (2) untuk kepentingan ilmiah dan 
kepentingan t.ertentu lainnya diatur dengan Keputusan Bupati. 

BAB YI 

PEMBINAAN DAN PENGAW.ASAN 

b. Memberi data, infonnasi dan fakt.a yng dipertukan oleh pengawas sumberdaya 
Hean. 

c. Memberl contah bahan, lkan dan barang-barang lalnnya yang dlpertukan oleh 
pengawas subeldaya Uc.an. 

(2) Setiap orang atau Bc:lan Hokum dllarang untuk mefakukan kegtat.an penangkapan 
dan pembudldayaan lkan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat 
membahayalam kelestartan sumberdaya llcan dan llngkungannya. 



LEMBARAN DAERAH KABUPAlEN TEBO 
TAHUN 2002 NOMOR 18 

Diundangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 21 2002 

SEKRETARIS DAE 

Peraturan Daerah lnl mulal bertaku pada tanggal dlundangkan 

Agar settap orang rnengetahulnya, memer;ntahkan Pengudangan Peraturan Oeerah lnl 
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 

Dltetapkan di Muara Tebo. 
pada tanggal 18 Nopember 2002 

Hal - hat yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah lnl sepanjang mengenal 
tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal16 

Pasal 15 

PUtUTUP 
BABIX 

Pasal 14 

(1) Barang siapa yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan lean tanpa Izin 
Usaha Perlkanan dan melakukan usaha penangkapan lean secara tertarang diancam 
dengan pldana kurungan palng lama 6 ( enam) bulan atau denda palng banyak 
Rp. 5.000.000,-( Lima Juta rupiah). 

(2) Tlndak pldana sebagatmana dlmalcsud ayat ( 1 ) adalah Pelanggaran 

KETENTUAN PJDANA 

BAB VIII 

I. Menghentlkan penytdlkan. 

J. Melakukan ttndakan laln menurut hukum yang dapat dlpertanggung jawabkan. 

3). Peyldlkan sebagal mana dimaksud dalam ayat ( 2 ) memberltahukan dlmulalnya 
penyldlkan dan menyampalkan hasll penyldlkan kepada penuntut umum sesuai 
dengan ketentuan yang dlatur dalam Undang-undang Hornor 18 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pldana. 

h. Mendatangkan seorang ahi yang dipertukan dalam hubungan penyidikan. 

----~- a,.... 


